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 ABSTRAK  
 
NAMA  :  H. Mukhtaram Ayyubi. Y   
NIM  :  S0200104015 
Judul Skripsi  :  Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil 
dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar  
 
 
Skripsi ini merupakan studi tentang penyaluran dana dan pemanfaatan zakat 
profesi pegawai negeri sipil di Kota Makassar. Dalam hal ini, sampel penelitian BAZ 
Kota Makassar. BAZ Kota Makassar telah menyalurkan bantuan-bantuan dana 
bergulir untuk modal usaha  kepada keluarga miskin dan bantuan untuk bencana 
alam. Dana itu bersumber dari dana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar yang 
setiap tahun terkumpul antara Rp600 juta sampai Rp1 miliar dari warga muslim 
Makassar, penyaluran bantuan tersebut memang belum mampu menjangkau semua 
warga miskin di Kota Makassar yang jumlahnya mencapai sekitar 300 ribu orang, 
namun bantuan modal usaha tersebut diharapkan makin menekan jumlah orang 
miskin di kota berpenduduk sekitar 1,3 juta jiwa ini.  
Pemberian bantuan modal bergulir itu sudah dilakukan sejak tahun 2006 
kepada warga miskin baik secara individual maupun kelompok usaha.Sementara 
upaya intensifikasi pemungutan zakat, infaq dan sedekah itu telah diatur dalam 








A. Latar Belakang Masalah 
Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk 
mementingkan diri sendiri menuju jalan Tuhan, melainkan menginginkan 
pengikutnya menuju jalan sosial kemanusiaan, sebagaimana tecermin dalam 
ajaran zakat. Artinya, zakat mestinya menjadi bagian dari kesadaran dan 
kebutuhan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, melalui pembebasan 
manusia dari jerat kemiskinan. 
Menurut Yusuf Qordhowi Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah 
yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan1 baik 
dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ummat. Sebagai suatu 
ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, Di dalam Al 
Qu'ran terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat dengan 
kewajiban zakat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama 
akan tetapi  dalam  ayat berbeda, yaitu surat Al-Mukminun ayat 2 dengan 
ayat  42 . 
Zakat juga merupakan ibadah yang unik, karena ibadah ini 
menyangkut hubungan manusi terhadap Allah SWT (Habllun Minallah) dan 
                                                 
1
  Yusuf Qordhowi, Al Ibadah, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo,1993), h. 6.  
 
2
  Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1973), h. 56.  
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juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia (Habluminnas) 
terutama bagi kedelapan  asnaf atau golongan yang disebutkan dalam Al-





Artinya : (60). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 
sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana3 
 
Zakat sebagai salah satu kewajiban bagi ummat Islam yang mampu 
untuk menunaikannya tidak dapat dipisahkan dengan rukun Islam lainnya 
sperti shalat. Dalam banyak ayat Al-Qur‟an, kata shalat selalu bersanding 
dengan zakat seperti kalimat “kerjakanlah Shalat tunaikan Zakat”. Rasululah 
SAW bahakan pernah bersabda tidak akan sempurna shalat seseorang yang 
tidak membayar zakat adahal ia mampu menunaikannya. Zakat dikeluarkan 
oleh kaum muslimin yang mampu untuk menunaikannya, diperuntukan bagi 
                                                 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Cet. I; Semarang: Toha 
Putra, 2008), h. 125.  
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mereka yang berhak menerimanya yaitu mereka yang berasal dari 8 
golongan yang disebutkan dalam Al-Qur‟an yaitu mereka yang berasal dari 
golongan orang-orang fakir, miskin, yang berhutang di jalan Allah SWT 
(gharim), yang sedang berada dalam perjalanan (fisabililah), yang 
mendapatkan hidayah Allah SWT sehingga tergerak hatinya untuk memeluk 
agam Islam (Muallaf), yang sedang menuntut ilmu (Ibnusabil), yang bertugas 
untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil) dan golongan hamba 
sahaya. inilah kedelapan golongan yang difirmankan Allah SWT dalam QS. 
At-taubah (9:60). Melalui pengelolaan yang baik zakat akan menjadi sebuah 
sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat. 
Dalam QS. At-Taubah (9:103): “Ambillah zakat dari sebahagian harta 
mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 
mendoa‟alah untuk mereka. Sesungguhnya do‟a kamu itu menjadi 
ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha 
mengetahui”. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta, pada saat 
bersamaan zakat juga berfungsi sebagai pensuci jiwa yang akan 
menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan 
memperkembangkan harta benda mereka. 
Ayat tersebut diatas secara umum mengambarkan bahwa terdapat 
dua segi pengaruh sosial terhadap zakat yaitu segi pengambilannya pada 
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orang yang mampu untuk menunaikan zakat dan segi penyalurannya kepada 
golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dari segi pengambilannya 
pada orang yang mampu menunaikan zakat, zakat akan berfungsi sebagai 
pembersih hati mereka dari sifat-sifat kikir dan serakah. Penunaian zakat 
akan menumbuhkembangkan sikap rela berkorban dan saling berbagi pada 
saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Dari segi penyalurannya 
kepada golongan-golongan penerima zakat, zakat akan berfungsi sebagi 
pengurangan beban hidup bagi para kaum dhuafa dan juga sebagai 
pembersih hati untuk menyelamatkan mereka dari sifat dendam dan hasut. 
Bersihnnya hati kaum dhauafa dari sifat-sifat tersebut akan menghindarkan 
orang yang mampu dari perbuatan aniaya yang mungkin akan dilakukan oleh 
dhuafa sebab jarak antara kemiskinan dan kekufuran sangatlah dekat. Dalam 
kekinian, zakat yang merupakan kewajiban bagi orang Islam, selain berfungsi 
sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial 
dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan social guna meningkatkan taraf 
hidup kaum dhuafa‟ dan sebagai salah satu sumber daya bagi pembangunan 
ummat.4  
Dalam Fiqh, zakat profesi merupakan hal baru. Sebab dua sumber 
hukum Islam, Quran dan Sunnah, tak mengaturnya secara tegas. Demikian 
pula para pendiri mazhab tak pernah membahasnya dalam kitab-kitab 
                                                 
4
 Abdurrahman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Ibadah Mahdah dan Sosial), (Cet. I; 
Jakarta: Grafindo, 2001), h. 45.   
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mereka. Hal ini akibat tak begitu beragamnya jenis pekerjaan,  pada masa 
kenabian Muhammad dan para mujtahid kala itu. Wajar saja jika istilah zakat 
profesi tak dikenal. Akhirnya, berlanjut pada perbedaan ulama mengenai 
zakat profesi ini. Profesi seperti pegawai swasta, dokter, maupun pengacara 
memang tak banyak dikenal pada masa lalu. Beda halnya dengan pertanian 
dan peternakan. Tak heran jika masalah zakat di seputar kedua bidang 
produksi itu dibahas secara mendalam.  Fiqh Zakat Profesi merupakan 
tuntutan masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang 
berkembang serta sistem perekonomian yang telah demikian kompleks. 
Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin 
kecilnya orang-orang yang terlibat langsung dengan sektor produksi seperti 
pertanian, peternakan  dan semakin membesarnya sektor- sektor jasa.5 
Profesi-profesi yang dianggap menghasilkan uang ada dua macam.  
Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada 
orang lain, berkat  kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang 
diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti 
penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang 
kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan 
seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan 
dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun  
                                                 
5
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 67.  
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kedua - duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, 
ataupun honorarium. 
Namun tak berarti harta dari hasil profesi itu lepas dari kewajiban 
zakat. Karena pada dasarnya, zakat merupakan pungutan harta dari orang 
yang mampu guna diberikan kepada para dhuafa. Maka andai kata dengan 
profesinya ia menjadi mampu, diwajibkanlah atasnya membayar zakat. 
Sebaliknya, apabila penghasilannya tak mencukupi kebutuhan diri dan 
keluarganya atau hanya sekadar menutupi kebutuhannya maka ia tak 
memiliki kewajiban itu. Zakat profesi sendiri merupakan zakat yang dikenakan 
pada setiap profesi tertentu, yang mendatangkan penghasilan serta 
memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). 
Zakat secara konsepsional, dalam tataran ekonomi, bagi orang yang 
menunaikan zakat sebenarnya dapat difungsikan sebagai satu sosial kontrol 
untuk menciptakan kondisi keadilan sosial dan mengikis (meski tidak 
menghapus sama sekali) problem kemiskinan masyarakat, bila diterapkan 
secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam 
pembinaan ruhani manusia yang selanjutnya akan merealisasikan keadilan 
sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat, 
disamping semakin memantapkan kekuatan politik untuk ummat.6 
                                                 
6
 M. Arifin Hamid, Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Pengembangan Sistem 
Hukum Islam di Indonesia, (Disertasi Tidak Diterbitkan, Makassar, Program Pasca Sarjana, 
Unhas, 2005), h. 68.  
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Dasar hukum penetapan zakat profesi di antaranya bersandar pada 
QS. At-Taubah (9:103):. Dan perluasan makna Qs Al-baqarah (2:267)  
 
Artinya : ''Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu''. 7 
 
Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. 
Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.8 
  
                                                 
7
 Departemen Agama RI, op. cit., h. 50.  
 
8
 Ibid., h. 78.  
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Dasar hukum lainnya, adalah qias atau menyamakan zakat profesi 
dengan zakat lain seperti hasil pertanian maupun zakat emas dan perak. 
Ketika hasil pertanian telah mencapai nisab 5 wasaq (750 kg beras) maka 
zakatnya sebesar 5 atau 10 persen. Jika hasil pertanian saja sudah wajib 
zakat, mestinya profesi yang memberikan pendapatan melebihi pendapatan 
petani wajib pula dikeluarkan zakatnya. 
 Bagaimana dengan nisab zakat profesi? Mengingat zakat profesi ini 
tergolong baru, maka nisabnya dikembalikan kepada nisab jenis zakat 
lainnya yang telah berketentuan hukum. Paling tidak ada dua kemungkinan 
sebagai dasar perhitungan nisab tersebut. Pertama, disamakan dengan zakat 
emas dan perak, yaitu 93,6 gram emas. Sedangkan kemungkinan kedua, 
disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras).  
Zakat yang harus dikeluarkan saat diterimanya penghasilan profesi itu 
sebesar 5 atau 10 persen sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. 
Beragamnya profesi membuat kedua macam standar tersebut seringkali 
digunakan untuk menentukan nisab zakat profesi. Tentunya bergantung pada 
jenis profesi itu sendiri. Untuk keahlian seperti dokter spesialis, pengacara, 
arsitek maupun pejabat tinggi negara nisabnya disamakan dengan zakat 
hasil pertanian. Nilainya sebesar 750 kg beras. Sedangkan kalangan 
profesional di lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta yang tak 
mencapai nisab pertanian, zakatnya disamakan dengan zakat emas dan 
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perak yaitu 93,6 gram yang besarnya 2,5 persen. Setelah dikurangi biaya 
pokok untuk diri dan keluarganya. 
Secara subtantif, ajaran islam yang diturunkan Allah SWT kepada 
Rasulullah SAW terbagi menjadi tiga pilihan yaitu, Aqidah, Syari‟ah, dan 
Akhlaq. Menyangkut hubungan manusia dengan tuhan maupun dalam 
kaitannya sebagai sesama makhluk tuhan dalam teminologi fiqh dan ushul 
disebut sebagai syari‟ah. Selanjutnya syari‟ah ini terbagi kepada dua, yakni 
ibadah yang mengatur tentang hubungan antar manusia dengan Tuhan 
sedangkan, muamalah adalah yang menyangkut yang mengatur hubungan 
antar sesama manusia. Pada gilirannya bahwa kegiatan ekonomi sebagai 
salah satu bagian bentuk dari hubungan antar sesama manusia. Meskipun 
hal tersebut merupakan bagian dari muamalah tapi tidak terlepas dari aspek 
aqidah, akhlaq, dan ibadah. 
Dalam sejarah peradaban Islam terdapat fakta-fakta sejarah yang 
menjelaskan bahwa pengelolaan zakat oleh Negara bukanlah hal yang baru. 
Beberapa Negara mempunyai peran penting dalam pengelolaan zakat. Sejak 
zaman Rasullulah Muhammad saw, khulafa ar-rasyiddin, bahakan sampai 
dengan dinasti abbasiyah Negara memegang peranan penting dalam 
penegelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusiannya. 
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Proses pengumpulan zakat hingga pendistribusiaanya dilakukan oleh 
lembaga amil zakat dan baitul maal yang dibentuk oleh Negara. 9 
Menyadari potensi tersebut pendanaan besar yang terkandung dalam 
zakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat bila dapat dikelola 
dengan baik, pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi tentang 
pengelolaan zakat yaitu undang-undang Republik Indonesia no 38 tahun 
1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan 
pengertian suatu kegiataan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 
Tujuan pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang pengelolaan zakat 
pada pasal 7 : 
Pasal 7 
Tujuan pengelolaan zakat : 
1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat 
sesuai dengan ketentuan agama; 
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 
3. meningkatkan hasil dan pendayagunaan zakat; 
 
                                                 
9
 Abdul Aziz bin Muhsin Al Khatabi, Rahasia Besar Dibalik Memberikan Infak dan 
Sedekah, Penterjemah Romdoni Muslim, Restu Ilahi, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani).  
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Prof. Dr. H. Didin Hafiuddin, M.A pernah melakukan penelitian tentang 
pengelolaan zakat di Malaysia. Menurut beliau, pada tahun-tahun pertama 
penerapan ketentuan zakat di Malaysia memang dirsakan cukup berat dan 
banyak tantangannya, terutama factor resistensi (kaum intelektual) akan 
hukuman denda kepada muzakki yang enggan membayar zakat.10 Namun 
demikian hasilnya sangat menggerbirakan. Tingkat kepatuhan masyarakat 
untuk mengeluarkan zakat semakin meningkat dan yang lebih menarik 
adalah zakat menjadi faktor stimulant pengurangan pembayaran pajak bagi 
para wajib pajak muslim di Malaysia. Inilah salah satu gambaran kesuksesan 
manajemen perzakatan di negeri jiran tersebut.11 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuaraikan 
sebelumnya maka penulis merangkum rumusan - rumusan masalah sebagai 
berikut, 
1. Bagaimanakah sistem dan prosedur pengumpulan zakat pada 
BAZ Makassar?  
2. bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana-dana zakat 
profesi bagi kemaslahatan ummat 
                                                 
10
 Didin Hafihuddin, op. cit., h. 56.  
 
11
 A. Djajuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Cet. I; Jakarta: 
Raja Grafindo, 2002), h. 71.  
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3. siapa-siapa saja dalam lingkup pemkot Makassar yang wajib 
zakat? 
 
C. Alasan Judul 
Wacana yang tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa 
decade terakhir ini adalah diperkenalkannya instrument zakat profesi di 
samping zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Sebagian kecil masyarakat 
masih mempertanyakan legalitas zakat profesi tersebut. Mereka yang 
menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan bahwa zakat 
profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan 
merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama 
kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, 
zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia 
dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003. 
 Setiap penghasilan, apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan 
timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah 
mencapai nisab. Pekerjaan apa saja? Bisa Dokter, Pegawai Negeri Sipil, 
Akuntan, konsultan, artis, entrepreneur dan sebagainya. Hal tersebut 
didasarkan pada firman Allah swt:"Hai orang-orang yang beriman, 
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infaqkanlah (zakat) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS Al Baqarah:267).12 
 Selain ayat di atas, masih banyak ayat-ayat di dalam Al Qur'an dan 
hadits yang bisa dijadikan sebagai dalil yang memperkuat legalitas zakat 
profesi. Bahkan di dalam bukunya, Fiqhu Zakah (yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia menjadi Fikih Zakat) Dr. Yusuf Qardawi 
mengemukakan bahwa penerapan zakat profesi telah sejak lama 
berlangsung dalam pemerintahan Islam sebagaimana pernah terjadi pada 
masa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, serta Umar bin Abdul Aziz yang 
memberlakukan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan. 
 Ditinjau dari sisi lain, zakat profesi sangat sesuai dengan prinsip 
keadilan Islam. Coba bayangkan, sungguh tidak adil bilamana seorang petani 
yang bekerja sangat keras untuk mewujudkan hasil pertaniannya, setiap 
panen tiba harus mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5 hingga 10 % 
sementara kaum professional yang memiliki penghasilan lebih besar dari 
petani tersebut tidak dikenai zakat.13 
 Dari aspek social, zakat profesi sejatinya sangat berperan bagi 
perwujudan keadilan sosial. Menurut Ahmad Gozali, Perencana Keuangan 
Safir Senduk dan Rekan, di dalam majalah Sharing zakat adalah investasi 
                                                 
12
 Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al Qur‟an Huruf Arab dan Latin, Fa. Sumatra, 
Bandung, 1976.  
 
13
 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Cet. I; Jakarta: Gema 
Insani, 2002), h. 46.  
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social. Selain pahalanya disebutkan secara tegas di dalam Al Qur'an bahwa 
setiap harta yang kita keluarkan akan mendapat balasan sebesar 700 kali 
lipat,  entah dengan harta yang sama maupun dalam bentuk yang berbeda 
yang tidak kita sadari, dengan berzakat kita telah berperan secara aktif dalam 
memerangi kemiskinan. Keuntungan lain bagi orang yang berzakat, sejalan 
dengan menurunnya tingkat kemiskinan tingkat kriminalitas juga semakin 
menurun sehingga lingkungan kerja dan usaha semakin kondusif. 
 
D. Manfaat dan tujuan penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui tentang pelaksanan  fungsi pengelolaan zakat telah 
baik  dan efektif.  
2. Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor penghambat dalam 
pengelolaan zakat. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai masukan bagi masyarakat dalam memahami pengelolaan zakat 
sebagai alternatif dalam memberdayakan umat Islam. 
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan masukan bagi 





E. Definisi Operasional 
Makna Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi 
yang sangat penting, strategis dan menentukan14 baik dari sisi ajaran Islam 
maupun dari sisi pembangunan ummat. 
Sedangkan Zakat Profesi adalah zakat yang yang dikeluarkan dari 
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A. Pengertian Zakat 
 Ibadah zakat adalah salah satu rukun Islam yang penting setelah 
pengakuan terhadap Allah Swt dan Rasul-Nya (syahadatain), mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa dan haji. 
          Di dalam al Qur‟an terdapat terdapat dua puluh tujuh ayat (Didin 
Hafidhuddin, 2002 : Hlm. 1) yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan 
kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Menurut yang pendapat yang 
terkenal, Allah Swt, berfirman tentang zakat dan shalat sebanyak delapan 
puluh dua kali dalam al Qur‟an. (Zakariyya al Khandahlawi, 2004 : Hlm. 249). 
sehingga dapat menandakan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan 
manusia, oleh karena tidak saja karena aspek ibadah pada dimensi rohaniah 
pribadi dalam kaitan vertikal kepada Allah, tetapi pada saat yang sama juga 
sangat kelihatan manfaat sosial ekonominya, yang secara langsung 
menyentuh pada kehidupan masyarakat, yang berkaitan  dengan kenyataan 
adanya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin dalam 
kehidupan manusia.15 
 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi 
syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada 
                                                 
15
 Didin Hafihuddin, op. cit., h. 35. 
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orang–orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak 
menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur‟an surat At-
Taubah ayat 60 : 
 
 
   
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk  budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .” 
Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna : 
Pertama, zakat bermakna At-Thohuru, yang artinya membersihkan 
atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa  orang yang selalu 
menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah 
akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah 
SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 : 
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan  dan mensucikan  mereka  dan mendo'alah untuk mereka. 
Sesungguhnya do'a kamu itu  ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”16 
Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini 
menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan 
selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta 
ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena 
harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita 
telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya 
zakat itu sendiri berfungsi  untuk membersihkan dan mensucikan harta. 
Kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim karena didorong oleh 
keimanan kepada Allah Swt, sebagaimana perintah Allah Swt lainnya, seperti 
mengerjakan shalat, berpuasa dan naik haji dan ibadah-ibadah lainnya, dan 
ada kewajiban bagi Negara untuk memungut paksa kepada wajib zakat untuk 
menunaikan zakat.17 
Ketiga, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan 
berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan 
zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan 
                                                 
16
 Departemen Agama RI, op. cit., h. 251.  
 
17
 Muhammad Zakariyya al Kandahlawi, Fadhilah Sedekah, Penterjemah Muzakkir 
Aris, (Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2004), h. 71.  
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berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang 
telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar 
orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian 
banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu 
kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita 
tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya. 
          Keempat, zakat bermakna As-Sholahu, yang artinya beres atau 
keberesan, yaitu bahwa orang orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya 
akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu 
ditimpa musibah atau  masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, 
kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu 
melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin 
beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al – Qur‟an. Zakat 
yang kita keluarkan tidak mengurangi harta kita, bahkan menambah harta 
kita dengan berlipat ganda.  Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 
39 : 
“Dan sesuatu riba  yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah, maka  itulah orang-orang yang melipat gandakan .”18 
 
                                                 
18
 Departemen Agama RI, op. cit., h. 167.  
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Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya 
didahului dengan firman tentang riba. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi 
Rizki menegaskan bahwa riba tidak akan pernah melipat gandakan harta 
manusia, yang sebenarnya dapat melipat gandakannya adalah dengan 
menunaikan zakat. 
Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai 
indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama 
mu‟min yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mu‟min 
yang akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Kesediaannya berzakat 
dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan 
diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus berkeinginan untuk selalu 
membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.  
Sebagaimana firman Allah SWT : 
 
“…Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 
maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Alloh 
Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (QS. At Taubah :5)19 
                                                 
19
 Ibid., h. 198.  
 30 
 
“Ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo‟alah untuk mereka. 
Sesungguhnya do‟a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 
Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs: At-Taubah: 103)20 
 
  
“…Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang 
yang melipatgandakan”. (QS. Ar Ruum, 30:39)21 
Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman keras 
terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, 
harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan 
berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Allah SWT telah berfirman dalam 
surat Attaubah ayat 35 : 
                                                 
20
 Ibid., h. 267.  
 
21
 Ibid., h. 168.  
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“Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu 
dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu 
dikatakan) kepada mereka : „Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk 
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu 
simpan itu”. 22 
 Zakat dalam kehidupan seorang muslim akan membiasakan jiwa 
manusia mampu melepaskan diri dari jeratan hawa nafsu dan sifat kikir, 
terhadap harta yang dimiliki, sehingga dengan menunaikan zakat kekayaan 
berarti seorang mu'min berhasil mengatasi dan menghinakan 
kencenderungan hawa nafsunya, lalu meringankan tangannya mengeluarkan 
zakat. Orang-orang yang tak mampu melakukan hal tersebut, disebut 
sebagai 'abdul maal atau hamba harta. Rasulullah SAW bersabda, 
"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba sutera." 
(Muttafaq 'alaih). 
 Zakat secara konsepsional, dalam tataran ekonomi, bagi orang yang 
menunaikan zakat sebenarnya dapat difungsikan sebagai satu sosial kontrol 
untuk menciptakan kondisi keadilan sosial dan mengikis (meski tidak 
menghapus sama sekali) problem kemiskinan masyarakat, bila diterapkan 
                                                 
22
 Ibid., h. 265.  
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secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam 
pembinaan ruhani manusia yang selanjutnya akan merealisasikan keadilan 
sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat, 
disamping semakin memantapkan kekuatan politik untuk ummat. 
          Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi 
pendapatan kekayaan, berpengaruh nyata dalam tingkah laku konsumsi. 
Zakat berpengaruh pula dalam hal pengalokasian pendapatan untuk 
tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh baik dari Zakat  
pada aspek ekonomi memberikan dampak terciptanya  keamanan 
masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman 
perbedaan pendapatan, menghapus tingkat perbedaan yang mencolok serta 
baiknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.23 
          Berzakat sesungguhnya terikat kuat dengan ajaran Islam lain; sebuah 
pesan dan ajaran yang begitu komprehensif, di situ ada kewajiban tentang 
pentingnya hidup ihsan, pembersihan diri, amar makruf nahi mungkar, 
menjalin ukhuwah, saling menolong terhadap sesama, khususnya kepada 
mereka yang kurang mampu, serta mengutamakan adanya prinsip keadilan 
melalui distribusi harta atau kekayaan. Kewajiban melaksanakan ibadah 
zakat sebagai perintah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW disamping 
sebagai pemenuhan kehidupan manusia yang lain yang membutuhkan.  
                                                 
23
 Muhammad Ali Jennah, Hakekat Zakat dan Kewenangan dalam Penegakan 
Hukum Pengelolaannya di Sulawesi Selatan,( Disertasi Tidak Diterbitkan. Makassar Program 
Pasca Sarjana, 2007),  h. 71.  
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Secara etimologis dapat dikatakan bahwa zakat adalah bersih, suci, 
tumbuh, dan berkembang. Yang dimaksudkan dengan bersih dan suci 
mengacu kepada pembersihan dan penyucian jiwa dari muzakki dari sifat 
tamak, cinta harta yang berlebihan, sombong dan mau menang sendiri tanpa 
perhitungan solidaritas.24  
   Hukum zakat adalah ketentuan mengenai bagian tertentu dari harta 
kekayaan yang dimiliki orang kaya (muzakki) untuk dikeluarkan dan 
selanjutnya disampaikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) 
setelah memenuhi nisab dan haulnya, sebagai pelaksanaan rukun Islam 
ketiga.  25 
Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 
hukum Islam diatas mengenai pengertian zakat, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan hukum zakat adalah ketentuan tentang 
kewajiban mutlak dari bagian tertentu dari harta kekayaan yang dimiliki penuh 
oleh orang kaya setelah memenuhi syarat zakat untuk dikeluarkan zakatnya.  
 Zakat adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, berdasarkan al Qur‟an, 
Sunnah, dan ijma. Dalil dalam al Qur‟an surah at-Taubah : 103. 
                                                 
24
 M. Arfin Hamid, Hukum Zakat Pengembangan dan Pendayatunaannya (Urgensi 
dan Aplikasinya di Indonesia), (Cet. II; Ja2006: Hlm. 48 
 
25
Ibid, hlm. 49. 
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Yang artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.26 
 
Al Qur‟an Surat Al- Baqarah ayat : 43 
 
“Kerjakanlah shalat, tunaikannlah zakat, dan rukuklah bersama orang-
orang yang rukuk” (Bactiar Surin : 1978 : 10)27 
 
Al Qur‟an Surat Al- Muzammil ayat : 20 
 
“Dan kerjakanlah shalat, bayarkanlah zakat, dan berikanlah pinjaman 
yang baik kepada Allah. Apa saja “panjar kebaikan” yang telah kami 
                                                 
26
 Ibid., h. 211.  
 
27
 Ibid., h. 50.  
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panjari untuk dirimu, akan kamu peroleh balasannya di sisi Allah. Bahkan 
pahala balasan itu lebih baik dan lebih besar lagi. Dan mohonkanlah 
ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan 
Penyayang”28 
 
Al Qur‟an Surat Al-Bayyinah ayat : 5 
 
 “Padahal mereka sebenarnya tidak diperintahkan untuk itu, melainkan 
untuk  beribadah kepada Allah dengan setulus-tulusnya dengan tekun dan 
patuh. Mengerjakan   shalat   dan   mengeluarkan   zakat, itulah  agama 
yang lurus”.29 
 
          Dalil sunnahnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Mu‟adz bin 
Jabal saat beliau mengutusnya ke Yaman: “... Lalu beritahukanlah kepada 
mereka Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya 
di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara 
mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim). 
 
                                                 
28
 Ibid : hlm. 961 
 
29
 Ibid : hlm. 1029. 
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“Dari Abu Ayyub ra. Ia berkata : “Bahwasanya ada seorang laki-laki 
berkata kepada  Nabi SAW. : “Ajarkanlah (tunjukkanlah) aku amalan yang 
dapat memasuk kedalam surga ? Apa yang ditanyakan oleh laki-laki itu ?” 
Maka Nabi SAW. Menjawab : “Dia menanyakan sesuatu yang amat 
penting baginya. (amalan yang mengantarkan ke surga yaitu) : 
Hendaknya engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu yang lain; dirikanlah shalat; tunaikanlah zakat (apabila 
sudah cukup nisabnya); dan galanglah hubungan kekerabatan  
(silaturrahim, hubungan kasih sayang)”. 30 
 
“Dari Abu Huarairah ra. Ia berkata : “Ada seorang laki-laki datang kepada 
Nabi SAW. Seraya bertanya: “Ya Rasul, sedekah yang bagaimanakah 
yang paling besar pahalanya ? Jawab Nabi : “Yaitu sedekah yang engkau 
berikan sewaktu kamu dalam keadaan sehat, kamu merasa kikir dan 
miskin, dan kamu mempunyai angan-angan untuk kaya. Waktu itu 
janganlah engkau janjikan, sehingga nyawa keluar dari badan, engkau 
baru berkata : (harta ini) untuk si fulan sekian, dan untuk sifulan sekian 




                                                 
30
 Maftuh Ahnan Asy, Kumpulan Hadist Terpilih Shahih Bukhari, (Cet. I; Surabaya: 
Terbit Terang,2003), hlm. 84. 
 
31
 Ibid  : hlm. 85 
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B. Pandangan-Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi 
Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak pernah ada 
seorang „ulamapun yang mengungkapkan dari dahulu hingga saat ini, kecuali 
Syaikh Yusuf Qaradhowy menuliskan masalah ini dalam kitab Zakat-nya, 
kemudian di taklid (diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar‟I) 
oleh para pendukungnya, termasuk di Indonesia ini. 
Menurut kaidah pencetus zakat profesi bahwa orang yang menerima 
gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul 
(berputar selama setahun) dan tanpa nishab (jumlah minimum yang 
dikenakan zakat). 32 
Mereka mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian (pertanian). Zakat biji-
bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Disamping mereka 
mengqiyaskan dengan akal bahwa kenapa hanya petani-petani yang 
dikeluarkan zakatnya sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan yang 
gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab, tidak diambil 
zakatnya. 
Dalam Fiqh, zakat profesi merupakan hal baru. Sebab dua sumber 
hukum Islam, Quran dan Sunnah, tak mengaturnya secara tegas. Demikian 
pula para pendiri mazhab tak pernah membahasnya dalam kitab-kitab 
mereka. Hal ini akibat tak begitu beragamnya jenis pekerjaan,  pada masa 
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 Zazuli, H. A, dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah 
pengenalan), (Cet.I; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 73.  
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kenabian Muhammad dan para mujtahid kala itu. Wajar saja jika istilah zakat 
profesi tak dikenal. Akhirnya, berlanjut pada perbedaan ulama mengenai 
zakat profesi ini. 33 
Profesi seperti pegawai swasta, dokter, maupun pengacara memang 
tak banyak dikenal pada masa lalu. Beda halnya dengan pertanian dan 
peternakan. Tak heran jika masalah zakat di seputar kedua bidang produksi 
itu dibahas secara mendalam.  Fiqh Zakat Profesi merupakan tuntutan 
masyarakat modern yang hidup dalam tatanan masyarakat yang berkembang 
serta sistem perekonomian yang telah demikian kompleks. Fenomena yang 
menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecilnya orang-
orang yang terlibat langsung dengan sektor produksi seperti pertanian, 
peternakan  dan semakin membesarnya sektor- sektor jasa. 
Pekerjaan yang menghasilkan  uang  ada  dua  macam.  Pertama 
adalah  pekerjaan  yang  dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang 
lain, berkat  kecekatan  tangan  ataupun  otak. Penghasilan   yang   diperoleh  
dengan  cara  ini  merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan 
seorang doktor, insinyur, advokat seniman,  penjahit,  tukang  kayu  dan lain-
lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang  buat 
pihak  lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan 
memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun  kedua-
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 Masdar F. Mas‟udi, Menggagas Ulang Zakat, (Cet. II; Bandung: Mizan, 2005), h. 
52.  
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duanya.  Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa upah, gaji, ataupun 
honorarium. 
Di dalam Islam, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah di 
sana. Hak ini dikenal dengan istilah zakat yang diperuntukkan bagi delapan 
golongan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 
60. Zakat sejatinya bukan merupakan hak mustahik tetapi merupakan hak 
Allah sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang telah 
melampaui batas minimal kekayaan wajib zakat untuk menunaikannya. 
Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban zakat berarti tidak menunaikan 
hak Allah sehingga Allah SWT berhak memberi mereka balasan. Tidak 
pernah ada dalam sejarah Islam fakir miskin menyerang orang kaya demi 
memperoleh bagian dan zakat.34 
 
C. Sebab-sebab munculnya Zakat Profesi 
Wacana yang tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa 
decade terakhir ini adalah diperkenalkannya instrument Zakat Profesi di 
samping Zakat Fitrah dan Zakat Maal (zakat harta). Sebagian kecil 
masyarakat masih mempertanyakan legalitas zakat profesi tersebut. Mereka 
yang menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan bahwa 
zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan 
merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama 
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 Husein Syahatah, Cara Praktis Menghitung Zakat, (Cet. I; Kalam Pustaka, 2005) , 
h. 45.  
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kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, 
zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia 
dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.35 
 Setiap penghasilan, apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan 
timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah 
mencapai nisab. Pekerjaan apa saja? Bisa Dokter, Pegawai Negeri Sipil, 
Akuntan, konsultan, artis, entrepreneur dan sebagainya. Hal tersebut 
didasarkan pada firman Allah swt: "Hai orang-orang yang beriman, 
infaqkanlah (zakat) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS Al Baqarah:267). 
 Selain ayat di atas, masih banyak ayat-ayat di dalam Al Qur'an dan 
hadits yang bisa dijadikan sebagai dalil yang memperkuat legalitas zakat 
profesi. Bahkan di dalam bukunya, Fiqhu Zakah (yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia menjadi Fikih Zakat) Dr. Yusuf Qardawi 
mengemukakan bahwa penerapan zakat profesi telah sejak lama 
berlangsung dalam pemerintahan Islam sebagaimana pernah terjadi pada 
masa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, serta Umar bin Abdul Aziz yang 
memberlakukan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan. 
 Ditinjau dari sisi lain, zakat profesi sangat sesuai dengan prinsip 
keadilan Islam. Sungguh tidak adil bilamana seorang petani yang bekerja 
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 Tumbuhkan Ketakwaan Dalam Berzakat (http://www.pkpu.com/216.190/125.130), 
diakses, 3 Januari 2008.  
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sangat keras untuk mewujudkan hasil pertaniannya, setiap panen tiba harus 
mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5 hingga 10 % sementara kaum 
professional yang memiliki penghasilan lebih besar dari petani tersebut tidak 
dikenai zakat. 
 Dari aspek sosial, zakat profesi sejatinya sangat berperan bagi 
perwujudan keadilan sosial. Selain pahalanya disebutkan secara tegas di 
dalam Al Qur'an bahwa setiap harta yang kita keluarkan akan mendapat 
balasan sebesar 700 kali lipat,  entah dengan harta yang sama maupun 
dalam bentuk yang berbeda yang tidak kita sadari, dengan berzakat kita telah 
berperan secara aktif dalam memerangi kemiskinan. Keuntungan lain bagi 
orang yang berzakat, sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan tingkat 
kriminalitas juga semakin menurun sehingga lingkungan kerja dan usaha 
semakin kondusif.36 
 
D. Jenis-jenis Zakat 
1. Zakat Fitrah/Fidyah Dari Ibnu Umar RA berkata "Rasulullah saw 
mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang 
merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari ummat 
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 Suhrawadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 
h. 57.  
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Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar 
untuk sholat ('iid ).37 
Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. 
Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu 
tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). 
Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, 
mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan 
pokok yang lain. 
Menurut mazhab hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan 
dengan membayar- kan harganya dari makanan pokok yang di makan. 
Pembayaran zakat menurut jumhur 'ulama :  
1. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya 
matahari di akhir bulan Ramadhan  
2. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.  
 
Keterangan : Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu 
yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban 
membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan 
lamanya seseorang tidak berpuasa.38 
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 Syech Muhammad Syaltut, Akidah dan Syariah Islam, terj. Fahruddin HS, (Cet. I; 
Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 26.  
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 Husein Syahatah, op. cit., h. 56.   
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2. Zakat Maal  
1. Pengertian Maal (harta) 
Menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala 
sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, 
memanfaatkan dan menyimpannya. 
Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta 
adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat 
digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat 
disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:  
a. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan  
b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya 
rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll. 39 
2. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati  
a. Milik Penuh 
Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya 
secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta 
tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan 
menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara 
atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta 
tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta 
tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari 
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 44 
tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli 
warisnya.  
b. Berkembang 
Artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila 
diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.  
c. Cukup Nishab 
Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai 
dengan ketetapan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai 
nishabnya terbebas dari Zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq 
serta Shadaqah  
d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok 
Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan 
seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk 
kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak 
terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan 
tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, 
misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, 
dsb.  
e. Bebas Dari hutang 
Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab 
yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu 
mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.  
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f. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul) 
Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu 
(mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, 
harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-
buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul. 40 
3. Harta (maal) yang Wajib di Zakati  
a. Binatang Ternak 
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan 
kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).  
b. Emas Dan Perak 
Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain 
merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas 
dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke 
waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang 
(potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas 
keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, 
ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, 
adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing 
negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti 
tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, 




termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan 
nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. 
Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, 
villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut 
syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan 
sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau 
lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka 
tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.41 
c. Harta Perniagaan 
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk 
diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang 
seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan 
tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : 
CV, PT, Koperasi, dsb.  
d. Hasil Pertanian 
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang 
bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, 
buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.  
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 Majalah Halide, Memberdayakan Ekonomi Ummat Lewat Pengelolaan Zakat, 
Infak, dan Shadaqah, Majalah Al Marhamah No. 76.VII/Nopember 2003, 32-35.  
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e. Ma'din dan Kekayaan Laut 
Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di 
dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, 
timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. 
Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut 
seperti mutiara, ambar, marjan, dll.  
f. Rikaz 
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa 
disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang 
ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.  
 
3. Zakat Profesi/Pendapatan 
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi 
(hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi 
pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, 
wiraswasta, dll. 
 
Dasar Hukum Syari'at 
Firman Allah SWT: 
"dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 




Firman Allah SWT: 
"Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu". (QS Al Baqarah: 267) 
 
Hadist Nabi SAW: 
"Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta 
itu".(HR. AL Bazar dan Baehaqi) 
 
Hasilan profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, 
wiraswasta, dll) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak 
dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak 
banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan "zakat". Lain halnya 
dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, 
peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat 
memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan 
dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada 
dasarnya/hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang 
kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai 
dengan ketentuan syara').42 
Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia 
menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika 
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hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia 
menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar 
untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak 
wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, 
papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan 
profesinya. 
Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, 
sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam 
zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang 
apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk 
menunaikan zakat. 
Contoh perhitungan:  
 Iwan Darsawan adalah seorang karyawan swasta yang 
berdomisili di kota Bekasi, memiliki seorang istri dan 2 orang 
anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-.  
 Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp. 
625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = 
(1.500.000 - 625.000) = Rp. 975.000 perbulan.  
 Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah 
kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu 
tahun adalah Rp. 11.700.000 (lebih dari nishab).  
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 Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 
2.5% dari saldo.  
 Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% 
dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan. 
 
Perhitungan Zakat Pendapatan/Profesi 
Nisab zakat pendapatan / profesi setara dengan nisab zakat tanaman 
dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 
kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Waktu untuk mengeluarkan zakat 
profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran 
zakat tanaman yaitu setiap kali panen. "Dan tunaikanlah haknya di hari 
memetik hasilnya ( dengan dikeluar kan zakat nya ). ( QS : Al-An'am : 141 ). 
 
Contoh perhitungan:  
 Nisab sebesar 520 kg beras, asumsi harga beras 2000 jadi nilai nisab 
sebesar 520 x 2000 = 1.400.000  
 Jumlah pendapatan perbulan Rp 2.000.000,-  
 Zakat atas pendapatan ( karena telah mencapai nisab ) 2,5 % x 






4. Zakat Uang Simpanan 
Uang simpanan ( baik tabungan, deposito, dll ) dikenakan zakat dari 
jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 
gr emas ( asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000 ). 
Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %. 
1. Uang Tabungan  
Tanggal Masuk Keluar Saldo 
01/03/99 20.000.000   20.000.000 
25/03/99   2.000.000 18.000.000 
20/05/99   5.000.000 13.000.000 
01/06/99 200.000*   13.200.000 
12/09/99   1.000.000 12.200.000 
11/10/99 2.000.000   14.200.000 
31/02/00 1.000.000   15.200.000 
2. * Bagi hasil  
3. Jumlah saldo terakhir dalam tabel di atas adalah 15.200.000 
telah melebihi nisab (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab 
sebesar Rp 6.375.000) dan genap satu tahun. Tahun haul 
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menurut contoh di atas 01/03/99 - 31/02/00.. uang bagi hasil ini 
dikeluarkan terlebih dahulu sebelum perhitungan zakat.43 
4. Perhitungan :  
 Tahun haul : 01/03/99 - 31/02/00  
 Nisab : Rp 6.375.000,-  
 Saldo terakhir : Rp 15.200.000,- - Rp 200.000,- = Rp 
15.000.000,-  
 Besarnya zakat : 2,5 % x Rp 15.000.000,- = Rp 375.000,- 
Bila seseorang mempunyai beberapa tabungan maka semua 
buku dihitung setelah dilihat haul dan saldo terendah dari 
masing-masing buku. 
Perhitungan:  
 Haul : 01/03/99 - 31/02/00  
 Saldo terakhir: 
- Buku 1: 5.000.000- Buku 2: 3.000.000- Buku 3: 
2.000.000  
 Jumlah total : Rp 10.000.000  
 Zakat : 2,5 % x Rp 10.000.000 = Rp 250.000,- 
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5. Simpanan Deposito 
Seseorang mempunyai deposito di awal penyetoran tanggal 
01/04/99 sebesar Rp 10.000.000 dengan jumlah bagi hasil 
300.000 setahun. Haul wajib zakat adalah tanggal 31/03/00, 
nisab sebesar 6.375.000. Maka setelah masa haul tiba zakat 
yang harus dikeluarkan sebesar :  
2.5 % x Rp 10.000.000 = Rp 250.000 
Bila seseorang mempunyai beberapa simpanan deposito maka 
seluruh jumlah simpanan deposito dijumlahkan. Bila mencapai 
nisab dengan masa satu tahun kadar zakatnya sebesar 2,5 % 
dengan perhitungan seperti di atas. 
 
5. Zakat Emas/Perak 
Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib 
mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas 
sebesar 85 gr dan nisab perak 595 gr. 
1. Emas yang tidak dipakai 
Emas yang tidak dipakai adalah perhiasan emas yang tidak digunakan 
atau sekali pun dipakai hanya sekali setahun. Dengan demikian bila 
seseorang menyimpan me-nyamai atau melebihi 85 gr maka ia wajib 
mengeluarkan zakat emas tersebut. Ada pun kadar zakatnya besarnya 
2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya : seseorang 
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mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat 
yang dikeluarkan sebesar : 90 x 70.000 x 2,5 % = 157.500.  
2. Emas yang dipakai 
Emas yang dipakai adalah dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan. Jadi 
bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas 
sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh 
wanita tersebut adalah 120 gr - 15 gr = 105 gr. Bila harga emas 70.000 
maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar : 105 x 70.000 x 2,5 % = 
183.750 
Keterangan : 
Perhitungan zakat perak mengikuti cara per hitungan di atas. 
 
6. Zakat Investasi 
Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang 
diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi 
adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah 
kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll. 
Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan 
tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke 
zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf 
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Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman 
Hasan, dll.44 
Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan 
sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 
5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan 
bersih. 
 
7. Zakat Hadiah dan Sejenisnya  
1. Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama 
dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima 
dengan kadar zakat 2,5 %.  
2. Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil 
prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang 
dikeluarkan sebesar 10 % (sama dengan zakat tanaman), kedua, jika 
komisi dari hasil profesi seperti makelar, dll maka digolongkan dengan 
zakat profesi. Aturan pembayaran zakat mengikuti zakat profesi.  
3. Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah 
tidak di duga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 
20 %, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah 
tersebut digabung kan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang 
dikeluarkan sebesar 2,5 %.  
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8. Zakat Perniagaan-Zakat Perdagangan 
"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari 
semua yang kami persiapkan untuk berdagang." ( HR. Abu Dawud )45 
Ketentuan zakat perdagangan:  
1. Berjalan 1 tahun ( haul ), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan 
realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan 
pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan 
zakatnya.  
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 
senilai 85 gr emas  
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %  
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang  
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. 
Perhitungan :(Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - 
(hutang + kerugian) x 2,5 % 
 
Contoh :  
Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, 
agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha 
(seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara 
                                                 
45
 Hussein Bahresy, Shahih Bukhari: Himpunan Hadist Pilihan, (Cet. I; Surabaya: Al 
Ikhlas, 1980), h. 60.  
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dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir 
tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar 
atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 
6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %  
Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika 
semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu 
sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota 
syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari 
anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab) 
 
Cara menghitung zakat : 
Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu 
atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini :  
a. Kekayaan dalam bentuk barang  
b. Uang tunai  
c. Piutang  
Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati 
adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.  
 
Contoh : 
Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 
dengan keadaan sbb :  
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 Sofa atau Mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000  
 Uang tunai Rp 15.000.000  
 Piutang Rp 2.000.000  
 Jumlah Rp 27.000.000  
 Utang & Pajak Rp 7.000.000  
 Saldo Rp 20.000.000  
 Besar zakat = 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-  
Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan 
bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib 
dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang)  
Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan 
apartemen, taksi, renal mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, 
kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:  
 Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan 
perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti 
taksi, kapal, hotel, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.  
 Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil 
bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian 
zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan 
zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan 
pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.  
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9. Zakat Perusahaan 
Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan 
investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria 
sebagai berikut :  
1. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka 
perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan 
zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %  
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka 
zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau 
pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada 
saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar 
zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk 
penghasilan kotor dan 10 % untuk pengahasilan bersih. 
 
Catatan : Bila dalam perusahaan tersebut ada penyer taan modal dari 
pegawai non muslim maka penghitungan zakat setelah dikurangi 
ke- pemilikan modal atau keuntungan dari pegawai non muslim. 
 
E. Tujuan Zakat 
Tujuan zakat adalah sasaran praktis yang hendak dicapai, antara lain, 
yaitu (a) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 
kesulitan hidup serta serta penderitaan; (b) membantu pemecahan 
permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin (orang yang berutang), ibnu 
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sabil (orang  yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), 
dan para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) lainnya; (c) 
membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan 
manusia pada umumnya; (d) menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta; 
(e) membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang orang-orang miskin; (f) 
menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin; (g) 
mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri sesoeorang, terutama 
pada mereka yang mempunyai harta; (h) mendidik manusia untuk berdisiplin 
menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, 
dan (i) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan 
sosial.46    
Tiga tujuan zakat, yaitu, dari para pihak Wajib Zakat (Muzakki), pihak 
penerima zakat (ashnaf delapan) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).  
Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain menyucikan diri dari nifak, 
bakhil, egoisme dan sejenisnya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti 
bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai 
harta itu sendiri sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, 
menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta 
itu sendiri dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah 
dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menumbuh-
kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya. 
                                                 
46
 M. Arfin Hamid, op. cit.,  hlm.  57. 
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Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan 
hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya  hati 
mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka 
melihat orang kaya yang bakhil, selanjutnya akan muncul didalam jiwa 
mereka rasa simpatik, hormat, serta bertanggung jawab untuk ikut 
mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta 
orang-orang kaya yang pemurah. 
Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara 
lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat 
perjuangan menegakkan agama Allah (jihad fi Sabilillah), dan mewujudkan 
keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.47  
 Dan barang siapa mengakui kewajiban zakat, tapi dia tidak 
menuaikannya, maka dia adalah orang muslim yang durhaka dan ulil amri 
boleh menghukumnya.48  
Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw : “Barangsiapa memberikannya 
(zakat) karena mengharap pahala, maka dia akan mendapatkan 
pahalanya. Dan barangsiapa menolaknya, maka kami akan 
mengambilnya  bersama separo hartanya, sebagai kewajiban yang telah 
ditetapkan oleh Tuhan kita. Sedikitpun darinya tidak halal bagi 




                                                 
47
 Abdurrachman Qadir, op. cit., hlm. 74. 
 
48
 Husein Syahatah, op. cit., h. 23. 
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Berdasarkan Pasal 5 UU. Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa 
pengelolaan zakat bertujuan : 
1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat 
sesuai dengan tuntutan agama; 
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna. 
 
 
F. Manfaat Zakat 
Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berinfaq dan 
bershadaqah yang demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan karena di 
dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian 
besar dan mulia, baik, bagi muzakki (orang yang harus berzakat), mustahik 
maupun masyarakat keseluruhan, antara lain tersimpul sebagai berikut : 
Pertama, Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri 
nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan 
yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan 
hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. 
Kedua, Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang 
lemah secara ekonomi) maupun mustahik lainnya kearah kehidupannnya 
yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, 
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terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memeberantas sifat iri, dengki dan 
hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat 
orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka. 
Ketiga, Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun 
prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti saran ibadah, 
pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim. 
Keempat, Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan 
distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat marhammah 
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A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini direncanakan akan mengambil lokasi riset di kota 
makassar. Adapun alasan penentuan daerah penelitian ini adalah: 
1. Kota makassar adalah kota terbesar di kawasan timur indonesia. 
Sebagai pusat kegiatan perekonomian di kawasan timur indonesia, 
kota makassar memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan 
dengan kota-kota lainnya di indonesia timur. Beberapa infrastuktur 
strategis tersebut antara lain adalah Bandar Udara Internasional 
Sultan Hasanuddin, pelabuhan ekspor impor seokarno hatta, kawasan 
industri makassar sebagai kawasan industri terbesar di timur 
indonesia, hotel-hotel berbintang lima, pusat perbelanjaan dan pabrik-
pabrik industri besar seperti PT. Semen Tonasa dan PT. Semen 
Bosowa. Dengan kelengkapan infrastuktur yang memadai ini tak 
heran bila kota makassar di beri julukan sebagai “pintu gerbang 
indonesia timur” (The East Indonesian Gate) 
2. Pertumbuhan ekonomi kota makassar yang cukup pesat. Data statistik 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota makassar pada 
tahun 2007 adalah sebesar 8,09% dan meningkat menjadi 8,11% 
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pada tahun 2008. angka pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari 
pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 6,4%. 
 
B. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis. Analisis 
sosiologis pada penelitian ini digunakan untuk membahas proses 
pelaksanaan pengawasan operasionalisasi Badan Amil Zakat di Indonesia 
ayng dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis 
yuridis pada penelitian ini digunakan untuk melakukan pengkajian tentang 
efektifitas pemberlakukan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan operasional dan pengawasan pengelolaan 
zakat. 
 Digunakannya jenis penelitian ini oleh karena permasalahan yang 
akan dibahas pada penelitian ini berkaitan erat dengan aspek-aspek 
pengawasan pada operasionalisasi pengelola zakat. Sistem ekonomi syari‟ah 
sendiri sebenarnya telah terintergerasi dengan sistem perekonomian tersebut 
mulai dirasakan aspek formalitasnya pasca peresmian operasionalisasi 
perbankan  syari‟ah pertama di Indonesia pada sekitar dua dekade yang lalu. 
Dengan dimulainya operasionalisai perbankan syari‟ah di Indonesia pada 
saat itu kemudian memac pertumbuhan kegiatan perekonomian berbasis 
syari‟ah lainnya di indonesia seperti asuransi syari‟ah, pegadaian syari‟ah, 
koperasi syari‟ah dan unit-unit usaha syari‟ah lainnya. 
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 Dalam hal pengawasan perbankan di Indonesia saat ini, fenomena 
yang ada menunjukan bahwa pengawasan pada sektor perbankan masih 
sangat banyak kelemahannya baik itu pengawasan pada sektor baik itu 
pengawasan internal bank maupun eksternal bank yang dalam hal ini 
dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pembinaan dan 
pengawasan perbankan di Indonesia. Lemahnya pengawasan pada sektor 
perbankan di Indonesia dibuktikan dengan maraknya. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1.  Populasi. 
 Populasi dalam penelitian ini dipilih yang memiliki karakteristik sesuai 
dengan tujuan penelitian. Populasi penelitian terdiri atas : 
1. Badan Amil Zakat Pemerintah Kota Makassar   
2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 
3. Muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) 
4. Mustahik (orang yang menerima zakat).  
2. Sampel. 
Berdasarkan populasi yang dikemukakan diatas tidak mungkin untuk 
diteliti secara keseluruhan, oleh karena itu, peneliti menetapkan penarikan 
sampel secara purpusive sebagai berikut :  
1. Badan Amil Zakat Kota Makassar, dengan 3 orang responden. 
2, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 1 orang responden. 
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3. Muzakki diambil terdiri dari : 
 - Pejabat (PNS) sebanyak 10 orang responden 
 - Pengusaha/Pedagang sebanyak 15 orang responden 
 - Petani (Pemilik Sawah) sebanyak 10 orang  
4. Muztahik diambil sebanyak 5 orang. 
          Agar penelitian ini memiliki validitas yang tinggi, maka diperlukan 
juga informan yang dianggap memahami dan mengetahui secara 
mendalam hal-hal yang menjadi objek penelitian. 
 
D. Teknik pengmpulan data 
Data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini 
dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan dan penelitian 
pustaka dengan penjelasan :  
1. Penelitian lapangan yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan 
data primer. Pada penelitian lapangan ini data dikumpulkan dengan 
cara menyebarkan kueisioner, observasi, wawancara atu tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini; 
2. Penelitian kepustakaan, yaitu cara yang dilakukan untuk  memperoleh 
data penunjang atau data sekunder. Pada penelitian pustaka ini data 
diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan penelitian 
diperpustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-
buku teks, jurnal, publikasi ilmiah maupun referensi lainnya yang 
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berkaitan dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Data yang 
diperoleh tersebut kemudian dilakukan olah dokumen sehingga 
menjadi data yang siap pakai dan mudah dipahami pembaca. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kuantitatif, yakni berupaya untuk menggambarkan dan 
menguraikan secara jelas tentang persoalan penelitian yang diangkat, 
selanjutnya analisis data kuantitatif yang penggunaannya lebih terpokus pada 
data primer, yakni data yang diperoleh dari responden dengan melalui 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sistem dan Prosedur Pengumpulan Zakat pada BAZ Kota Makassar 
1. Sejarah Pembentukan BAZ Kota Makassar 
 Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Makassar berdasarkan Undang-
undang no 38 tahun 1999, di keluarkannya undang-undang ini membuat  
instansi  yang awalnya hanya sebatas lembaga amil zakat berubah menjadi 
badan amil zakat sesuai apa yang termaktub dalam Undang-undang no 38 
tahun1999 bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat: 
Pasal 6 
Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah. 
Pembentukan badan amil zakat : 
1. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri; 
2. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah 
departemen agama propinsi; 
3. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas 
usul  
kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; 
4. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama 
kecamatan. 
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5. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang 
bersifat koordinatif, konsulatif, dan informatif. 
6. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan 
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. 
7. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur 
pengawas, dan pelaksana.50 
 
2. Tujuan Pembentukan, Visi, Misi dan Kewenangan  BAZ Kota Makassar  
 Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar  bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan 
mengoptimalkan fungsi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq 
dan sadaqah (ZIS). Hal ini sejalan dengan visi BAZ Kota Makassar yaitu 
terwujudnya masyarakat wajib zakat dan terciptanya amil zakat yang 
amanah, professional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan 
syariat Islam. BAZ Kota Makassar mempunyai misi: Mewujudkan masyarakat 
sadar zakat, infaq dan sadaqah; Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq 
dan sadaqah; Mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan 
masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 5 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat termaktub ketentuan tentang 
kewenangan pengumpulan zakat: 
 
                                                 
50
 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat.  
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Pasal 15 
(1) Badan Amil Zakat Daerah berwenang mengumpulkan zakat dari: 
a. Instansi Pemerintah Daerah; 
b. Perusahaan swasta berskala daerah; 
c. Perusahaan Daerah. 
(2) Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpulkan zakat dari: 
a. Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan; 
b. Perusahaan swasta berskala kecil; 
c. Pedangang serta pengusaha di pasar. 
(3) Unit pengumpul kelurahan berwenangan mengumpul zakat mal dan 
zakat fitra perorangan. 
Badan amil zakat Kota Makassar dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas 
usulan dari Kepala Kantor Departeman Agama. BAZ Kota Makassar bukan 
merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan 
Amil Zakat Kota Makassar dapat memperoleh fasilitas penunjang dari 
Pemerintah Kota Makassar.  
3. Sistem Pengumpulan Zakat Profesi pada BAZ Kota Makassar  
Potensi uang zakat di Indonesia bisa mencapai 20 trilyun lebih. 
Sebuah angka yang cukup berdaya untuk pengentasan kemiskinan. 
Sayangnya, potensi ini terus terabaikan. 
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B. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Zakat 
1. Program Penyaluran Dana Bergulir. 
 Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar pada tahun 2008 yang lalu 
memprogramkan penyaluran dana bergulir bagi masyarakat. Program ini 
adalah lanjutan dari program serupa yang telah dilakukan pada tahun 
sebelumnya.  
 Tujuan penyaluran dana bergulir ini di harapkan dapat menambah 
modal usaha para pengusaha yang berskala kecil-menengah, dengan 
meberikan kredit tanpa bunga yang dapat diangsur hingga 10 bulan. Melalui 
penyaluan dana bergulir ini diharapkan para pelaku UKM tersebut dapat 
meningkatkan usaha-usaha mereka atau paling tidak dapat bertahan dengan 
usaha-usaha tersebut.  
Dana-dana tersebut diprioritaskan kepada pedagang kaki lima yang 
berjualan di pasar-pasar tradisional. Target tempat disalurkannya bantuan-
bantuan tersebut meliputi 5 kelurahan diseluruh kota makassar, disetiap 
kelurahan diberikan kepada 50-100 orang pedagang kaki lima setiap 
pedagang akan diberikan bantuan maksimal sebesar Rp 1.000.000 atau 
disesuaikan dengan besar kecil usaha mereka. Secara teknis lurah setempat 
dan coordinator BAZ yang bertanggung jawab atas tersalurnya dana bantuan 
tersebut, mereka yang menilai layak atau tidak, besar kecilnya bantuan yang 
akan diberikan kepada pedagang kaki. 
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Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan pada BAZ Kota 
Makassar menunjukkan bahwa program penyaluran bantuan dana bergulir ini 
dapat terlaksan dengan baik. Menurut Darmawati, salah seorang staf pada 
BAZ Kota Makassar, pada tanggal 18 Desember 2008 BAZ telah 
menyerahkan bantuan modal usaha kepada 15 orang.51 
  
2. Program Pengadaan Mobil Ambulance 
 Salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang terhimpun dari 
masyarakat pada BAZ Kota Makassar dilakukan dalam bentuk pembelian 
kendaraan bermotor roda empat dalam hal ini adalah pengadaan mobil 
ambualance. Pengadaan mobil ambulance ini di peruntukan memberikan 
pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dalam hal penyelengaraan 
jenazah dengan menyiapkan mobil jenazah (Ambulance). Banyaknya pihak 
swasta yang menydiakan jasa pengantaran jenazah dengan tarif yang tinggi 
membuat badan amil zakat merasa perlu hadir untuk membantu meringakan 
kaum dhuafa dengan menyediakan Ambulance gratis, sedangkan untuk 
keluarga yang mampu tetap dikenakan biaya seminimal mungkin. 
 Saat ini BAZ Kota Makassar mempunyai 2 unit ambulance, 2 unit ini di 
peruntukan untuk mengantar jenazah luar dan dalam kota Makassar tanggal 
24 desember 2008 BAZ launnching ambulance kedua yang diperuntukan 
melayani dalam kota. 
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 Masdar F. Mas‟udi, Menggagas Ulang Zakat, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 
35.   
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3. Program Pelatihan Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) dan BAZ Kecamatan 
  Visi BAZ Kota Makassar yaitu terwujudnya masyarakat wajib zakat 
dan terciptanya amil zakat yang amanah, professional, transparan dan 
bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam. Visi tersebut 
diimplementasikan dengan Program Pelatihan Unit Pengelolaan Zakat. 
Dengan pelatihan ini di harapkan dapat menyamakan persepsi terhadap 
pelaksanaan perda zakat nomor 5 tahun 2006 dan juga untuk meningkatkan 
pengelolaan administrasi pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, infaq 
dan shadaqah. dengan Pelatihan ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan masayarakat terutama Unit Pengelola Zakat 
tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. 
 Program ini diawali dengan sosialisasi perda zakat kepada semua 
instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, pihak-pihak 
swasta, universitas dan juga sekolah menengah atas, dan yang diprioritaskan 
adalah Unit Pengelolaan Zakat tingkat kecamatan. Dengan dilaksanakannya 
Program pelatihan ini Unit Pengelola Zakat dapat mengelola administrasi 
zakat, infaq dan shadaqah dengan baik, transparan dan akuntabel. Dan 
masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mengelola zakat, infaq dan 
shadaqah. Terbukti dengan di munculkannya website BAZ Kota Makassar  
pada tanggal 22 maret 2009. website ini juga sebgai bentuk transparansi BAZ 
Kota Makassar agar masyarakat dapat ikut mengawasi aliran-aliran dana 
BAZ Kota Makassar. 
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4. Program Bantuan Pendidikan / Beasiswa 
 Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk 
orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat 60, 
yaitu sebanyak delapan golongan. Firman Allah :  
 
“Sesungguhnya shadaqah ( zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengeuru-penguru zakat, para muallaf yang 
dibujuik hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai 
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi 
maha bijaksana.” 52 
Para ulama telah sepakat atas delapan golongan penerima zakat yang 
termaktub dalam ayat diatas, tetapi mereka berbeda pendapat tentang tafsir 
makna setiap golongan. Diantara mereka ada yang mempersempit makna, 
sebagian lainnya memperluas. 
 Secara umum makna dari fisabilillah ini segala amal perbuatan dalam 
rangka dijalan Allah. Pada zaman Rosulullah, fisabilillah adalah para 
sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak 
mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat. 
                                                 
52
 Digital Al Qur‟an (http://www.alquran-digital.com  
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Para ulama baik salaf maupun khalaf  berbeda pendapat tentang 
batasan fisabilillah. sebagian ada yang mempersempit, dan sebagian 
memperluas. Pendapat yang memperluas menyatakan bahwa segala amal 
perbuatan shaleh yang dilakukan secara ikhlas dalam rangka bertaqarrub 
kepada Allah, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, termasuk 
dalam kerangka fisabilillah. Adapun pendapat yang mempersempit 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah disini adalah khusus 
untuk jihad.  
Menurut syekh yusuf Qardhawi, bahwa jihad itu sendiri bukan hanya 
dalam bentuk perang saja, tapi segala perbuatan yang dapat meninggikan 
kalimat Allah dimuka bumi ini dan merendahkan kalimat orang-orang kafir. 
Dalam konteks kontemporer, dana zakat dari pos fisabilillah ini boleh 
digunakan untuk hal-hal seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan 
da‟wah Islam yang benar dalam rangka menyampaikan risalahnya pada 
orang-orang non-muslim diseluruh dunia yang didalamnya terdapat berbagai 
macam  agama dan aliran. 
Juga untuk mendirikan pusat kegiatan Islam untuk mendidik generasi 
muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah Islam 
dari kekufuran, menangkal pemikiran-pemikiran sesat yang sengaja 
dihembuskan oleh musuh-musuh Islam yang berusaha untuk 
menghancurkan Islam. 
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Ibnu sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan 
terputus bekalnya. Perjalanan disini adalah perjalanan yang mempunyai nilai 
ibadah dan bukan perjalanan dalam rangka maksiat. Perjalanan yang 
mempunyai nilai ibadah misalnya orang yang menuntut ilmu didaerah lain, 
atau orang yang melakukan da‟wah disuatu daerah, atau orang yang mencari 
kerja disuatu negri untuk menafkahi keluarganya, kemudian apabila mereka 
semua terputus bekalnya dan mereka membutuhkan harta untuk sekedar 
mencukupi kebutuhan mereka, maka mereka diberi zakat dari pos Ibnu Sabil.   
Tetapi menurut para ulama, apabila orang tersebut adalah orang kaya, 
maka zakat yang diberikan kepada mereka adalah dalam bentuk qordul 
hasan (pinjaman Cuma-Cuma) yang nantinya harus ia ganti apabila ia telah 
mendapatkan harta yang ia miliki. Adapun apabila orang yang terputus 
bekalnya bukan orang kaya, maka harta zakat yang diberikan tidak harus 
dikembalikan. 
Semua hal-hal yang telah disebutkan diatas apabila dilakukan dalam 
rangka meninggikan kalimat Allah, dan bukan dalam rangka fanatisme 
golongan, bukan dalam rangka kepentingan pribadi dan keluarga, maka 
termasuk dalam golongan fisabilillah dan ibnu sabil. BAZ Kota Makassar 
mempunyai Program beasiswa atau bantuan pendidikan untuk kaum dhuafa. 
Bantuan ini diprioritaskan kepada siswa/mahasiswa yang kurang mampu 
dengan fokus sebagai anak asuh, indikatornya berprestasi namun tidak 
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didukung dengan biaya yang cukup. 22 Maret 2009 telah diserahkan bantuan 
pendidikan kepada lima panti asuhan. 
 
5. Program Pelatihan Bagi Anak Jalanan (Anjal) dan Gelandangan Pengemis 
(Gepeng). 
Proteksi Khusus kepada Anak-anak (Children Special Protection/CSP) 
nama programnya. Lewat program ini, Pemerintah Kota Makassar hendak 
mengurangi bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) 
serta anak jalanan (anjal). Salah satu caranya adalah dengan 
mengampanyekan kepada masyarakat agar tidak terbiasa memberikan uang 
kepada mereka. 
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) Makassar, HM Ibrahim, 
mengatakan dalam CSP akan dibuat sebuah posko penertiban anjal dan 
gepeng di 20 titik di Kota Makassar. Di setiap titik akan ada tim yang 
beranggotakan lima orang, yang berasal dari pekerja sosial, aktivis LSM atau 
rumah singgah, dan dan polisi. Posko ini bertujuan bukan untuk menangkap, 
melainkan kombinasi memberi pembinaan, perlindungan, juga kampanye 
untuk para anjal dan gepeng.  
Melalui program CSP, anjal akan didata dari. Pendataan mencakup 
nama, umur, dan asal daerah mereka. Pendataan ini sangat penting untuk 
memetakan anjal dan gepeng di Kota Makassar. Fakta di lapangan, 
 79 
kebanyakan anjal dan gepeng yang beroperasi di Makassar adalah warga 
urban dari beberapa daerah dan mereka kerap berpindah-pindah. 
Hingga akhir Oktober lalu 2006, Dinas Kessos mencatat jumlah anjal 
dan gepeng di kota Makassar sebanyak 788 orang. Namun karena kendala 
dana, untuk tahap pertama, CSP hanya akan diikuti oleh 350 anjal saja. 
Untuk penanganan 350 orang anjal tersebut, menurutnya sudah dibutuhkan 
dana sekitar Rp 300 juta.  
Adapun seruan untuk tak menyantuni anjal, ditempuh dengan 
membagikan brosur kepada pengguna jalan. Brosur tersebut berisi ajakan 
kepada pengguna jalan untuk tidak memberikan uang kepada para anjal.  
Alasannya pengguna jalan yang memberi uang kepada anjal, ikut memberi 
andil terhadap masa depan para anjal 10 tahun ke depan. Selain itu, dalam 
brosur tersebut juga dibeberkan dasar hukum serta dampak fisik dan psikis 
kebiasaan memberi uang kepada anjal 10 hingga 15 tahun mendatang. 
Sedikitnya ada tiga karakter yang muncul pada anak-anak yang besar di 
jalan. Mereka memiliki ego yang tinggi, cenderung berperilaku criminal, dan 
kehilangan rasa malu. Karakter tersebut jika terus dipupuk, kalau besar 
mereka hanya akan menjadi generasi yang tidak bermanfaat  
Dinas Sosial Pemkot Makassar bekerjasama dengan Badan Amil 
Zakat (BAZ) Kota Makassar telah berhasil membina dan mendidik 24 orang 
anak jalanan (anjal) serta gelandang dan pengemis (gepeng). Saat ini, ke-24 
anjal dan gepeng yang telah dibina itu sudah tersebar dan dipekerjakan pada 
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beberapa perusahaan swasta. Kepala Dinas Sosial Makassar H Ibrahim 
Saleh mengatakan, saat ini sementara dilakukan pengkajian program 
keterampilan apa yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Sehingga pelatihan 
dan keterampilan yang nantinya akan diberikan pada anjal dan gepeng untuk 
tahap dua sebanyak 45 orang, betul-betul sesuai kebutuhan yang ada. 
"Kita sementara melakukan kajian keterampilan apa yang mudah diserap 
oleh lapangan kerja. Sehingga 45 orang anjal dan gepeng yang akan dibina 
tahap dua nanti, bisa langsung terserap lapangan kerja," papar Ibrahim. 
Menurutnya, saat ini dijajaki pembinaan keterampilan berupa las listrik, 
perbengkelan, otomotif dan landscaping. Pasalnya, keterampilan tersebut 
sangat dibutuhkan dunia kerja yang ada saat ini. 
Upaya yang dilakukan pemkot tersebut, dengan melakukan 
pembinaan terhadap gepeng dan anjal merupakan salah satu upaya untuk 
mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Dengan demikian, diharapkan anjal 
dan gepeng yang senantiasa dianggap meresahkan masyarakat, sudah 
dapat lebih mandiri. Sehingga kelak, mereka dapat meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan yang lebih baik.  
 Meningkatnya jumlah warga miskin akan mempengaruhi meningkatnya 
anak putus sekolah. Hal ini akan meningkatkan jumlah anak-anak yang 
mencari nafkah dijalanan. BAZ merasa berkewajiban untuk membina anak-
anak jalanan dan juga gembel pengemis. Sasaran  Program pelatihan ini 
agar anak jalanan, gembel dan pengemis mendaptkan pelatihan dan 
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pembinaan dengan dibekali keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
Program ini juga bertujuan untuk menanggulangi pengangguran, tidak hanya 
anak jalanan dan gembel pengemis. Tamatan SLTA dan S1 yang masih 
pengguran juga masuk dalam sasaran program ini.  
Dengan menargetkan 50 orang tiap kali angkatan, BAZ berharap 
Makassar  dapat terbebas dari anak jalan, gembel, pengemis serta semakin 
berkurangnya tenaga produktif yang masih mengagur. Pada tanggal 24 
desember 2008 sebanyak 20 orang peserta mengikuti pelatihan menjahit 
angkatan II yang di adakan BAZ Kota Makassar.  
8. Program Bantuan Lembaga Keagamaan (TKQ dan TPA) 
 Dana-dana zakat, infaq dan shadaqah yang masuk ke rekening BAZ 
juga diberikan kepada para ustadz dan ustadzah pengajar TKQ/TPA, hal ini 
diharapkan dapat membantu untuk pengembangan lembaga keagamaan. 
Program bantuan ini diprioritaskan kepada masjid, mushalla, TKQ / TPA, 
santunan kepada orang tua santri, serta buku Iqra untuk santri. 
 BAZ menganggarkan dana sebesarnya Rp 35.000.000 dalam Program 
ini. Program ini juga untuk membantu tersedianya sarana dan prasarana  
dalam lembaga keagamaan sesuai kebutuhan lembaga tersebut. Tanggal 22-
Maret-2009 Dirangkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW bantuan ini 




C. Muzakki dalam Lingkup Pemkot Makassar 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor BAZ Makassar, 
penulis mendapatkan para mayoritas Muzakki di lingkup pemerintah kota 
Makassar adalah dari departemen agama kota makassar, adapun pegawai 























BAZ Kota Makassar telah menyalurkan bantuan-bantuan dana bergulir 
untuk modal usaha  kepada keluarga miskin dan bantuan untuk bencana 
alam. Dana itu bersumber dari dana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar 
yang setiap tahun terkumpul antara Rp600 juta sampai Rp1 miliar dari warga 
muslim Makassar, penyaluran bantuan tersebut memang belum mampu 
menjangkau semua warga miskin di Kota Makassar yang jumlahnya 
mencapai sekitar 300 ribu orang, namun bantuan modal usaha tersebut 
diharapkan makin menekan jumlah orang miskin di kota berpenduduk sekitar 
1,3 juta jiwa ini.  
Pemberian bantuan modal bergulir itu sudah dilakukan sejak tahun 
2006 kepada warga miskin baik secara individual maupun kelompok 
usaha.Sementara upaya intensifikasi pemungutan zakat, infaq dan sedekah 
itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemkot Makassar Nomor 5 
tahun 2006. 
Selain pemanfaatan dana BAZ untuk modal usaha, juga dimanfaatkan 
untuk mendanai para anak jalan dan gelandangan pengemis dalam 
memperoleh keterampilan kerja (life skill) agar dapat mandiri dan tidak 
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menjadi beban sosial lagi, keterampilan yang diberikan berupa keterampilan 
sablon/cetak, las dan kelistrikan. 
Selepas dari kursus keterampilan itu, Pemkot Makassar memfasilitasi 
agar tenaga itu diambil oleh para pengusaha yang juga akan bertindak 
sebagai bapak angkat. 
Jika sikap kesediaan berzakat dan berinfak (ZIS) ini terus-menerus 
ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan oleh kaum Muslimin, lalu ZIS ini 
dikelola dengan baik, transparan dan penuh amanah oleh badan atau 
lembaga amil zakat, maka yakinlah banyak hal yang bisa dilakukan, apalagi 
potensi ZIS ini cukup besar, yaitu Rp 19,3 triliun pertahun. Orang-orang 
miskin yang semakin banyak jumlahnya di negara kita, banyak bisa ditolong 
melalui kegiatan pembukaan lapangan pekerjaan, lembaga pendidikan yang 
berkualitas tetapi murah atau gratis, poliklinik atau rumah sakit yang baik dan 
murah, serta institusi-institusi lainnya yang dibutuhkan. 
 
B. Saran-Saran 
Usulan berupa hukuman bagi muzakki yang tidak membayar zakat dan 
sentralisasi pengelolaan zakat ini patut diapresiasi secara positif. Melihat tak 
optimalnya penerimaan zakat, padahal Indonesia berpenduduk muslim 
terbesar di dunia, serta berbagai tragedi pembagian zakat di tanah air, dan 
bahkan ada yang meninggal karena berdesak-desakan, maka sudah saatnya 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat diambil alih 
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sepenuhnya oleh daulah (negara). Sehingga, tidak ada lagi muzakki 
mengirimkan zakatnya ke masjid lalu pihak masjid membagikannya ke 
masyarakat atau muzakki yang memberikan langsung kepada mereka yang 
membutuhkan. 
Perlunya intervensi daulah ini merujuk kepada Alquran Surat At 
Taubah (9): 103 yang berbunyi: ''Khudz min amwalihim sodaqotan 
tuthohiruhum watuzakkihim bihaa'' (Ambillah zakat dari kekayaan mereka. 
Zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka). Sentralisme dalam 
pengelolaan zakat ini untuk menghindari agar pendistribusian zakat lebih 
merata, tidak hanya beredar ke kelompok tertentu, serta untuk program 
pemberdayaan guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.  
Terkait hal itu, negara sebenarnya sudah menyadari fungsi dan 
tugasnya. Setidaknya dilihat dari disahkannya UU No 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat yang terdiri atas sepuluh bab dan 25 pasal. UU yang 
sudah disahkan sejak sembilan tahun lalu itu relatif belum banyak diketahui 
masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Andaikan ada yang mengenal 
Badan Amil Zakat (BAZ), realitasnya tetap saja banyak yang membagikan 
zakat seperti Haji Syaikhon di Pasuruan, Jawa Timur, dengan cara 
mengundang ratusan dan bahkan ribuan kaum miskin. Jadi, jika UU ini bisa 
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